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Badan Pusat Statistik

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SURVE!I STATISTIK SEKTORAL

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Momor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
dipandang perlu menetapkan lala cara penyelenggaraan survei statistik
sektoral dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

 F

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Megara Nomaor
3683);

Peraturan Pemerintah MNomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Stafisfik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854 );

Kepulusan Presiden Nomor 86 Tahun 19398 tentang Badan Pusat
Statistik;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tatla Kerja Badan Pusat Statistik;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 102 Tahun 1598
tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Subbidang
Badan Pusat Statistik;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistic Nomor 104 Tahun 1999
tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi
Perwakilan Badan Pusat Stafistik di Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA
CARA PENYELENGGARAAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL.

Pasal 1

(1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan
fungsinya, secara mandiri atau bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

(2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data
melalul survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesual dengan
perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib |

a.  memberitahukan rencana penyelenggaraan survel kepada BFS;

b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;

c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survel yang dilakukannya kepada BPS.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan survel statistik sektoral sebagaimana tersebut dalam Lampiran
1, formulir pemberitahuan dan tata cara pengisian formulir survei statisfik sektoral
sebagaimana lersebut dalam Lampiran 2, bentuk surat rekomendasi sebagaimana tersebut
dalam Lampiran 3, serta tata cara pemberitahuan rancangan survei statistik sekloral dan
pemberian rekomendasi oleh BPS, BPS Propinsi, dan BPS Kabupaten/Kotamadya
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 4 sampai dengan Lampiran & Keputusan ini,

Pasal 4

Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini masih ada hal-hal yang belum jelas dapat
ditanyakan kepada Kepala BPS u.p. Kepala Biro Penyajian dan Pelayanan Stalistik, Kepala
BPS Propinsi, atau Kepala BPS Kabupaten/Kotamadya untuk mendapat penjelasan
sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran
Keapala BPS.
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Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakana

Pada tanggal : 16 Pebruar 2000
p———

KEPALA BADANPUSA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.



Lampiran 1 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor
Tanggal

1.

7 Tahun 2000
16 Pebruan 2000

TATA CARA PENYELENGGARAAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL

PENDAHULUAN

1.1

1.2

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1987 tentang Statistik
dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, bahwa
penyelenggara survei statisiik sektoral wajib memberitahukan rencana
penyelenggaraan survei kepada BPS, mengikut rekomendasi yang diberikan
BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya
kepada BPS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomaor 51 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Statistik, bahwa tala cara penyelenggaraan survel statistik sektoral diatur
dengan Keputusan Kepala BPS.

TUJUAN

Ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral dimaksudkan
agar dalam penyelenggaraan statistik fidak terjadi duplikasi dan hasil kegiatan
statistik =ektoral dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun
meta data base statistik sektoral yang dapal diakses oleh semua pihak.

PENGERTIAN

3.1,

3.2,

3.3,

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi  kebutuhan instansi  pemerintah  tertentu  dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemenntahan dan tugas pembangunan yang
merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Survel adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan
(enumerasi) sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karaklteristik
suatu objek pada saat tertentu.

Kompilasi produk admimistrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administras! yang
ada pada pemerintah dan atau masyarakat.



3.4,

4.1.

4.2,

4.3,

5.1.

L

Kebutuhan intern adalah statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi
pemerintah dan tidak dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak lain di
luar instansi pemerintah yang bersangkutan.

. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

Setiap instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik
sektoral wajib memberitahukan rancangan penyelenggaraan survel statistik
sektoral kepada BPS untuk dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi atas
rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral tersebut.

Penyelenggara survei statistik sektoral wajib mengikuti rekomendasl yang
diberikan oleh BPS.

Data hasil survei statistik sektoral wajib diserahkan kepada BPS dalam rangka
penyusunan Sistemn Statistik Nasional.

. RANCANGAN PENYELENGGARAAN

Rencana penyelenggaraan survei statistik sektoral disampaikan kepada BPS,
BPS Propinsi, atau BPS Kabupaten/Kotamadya dalam bentuk rancangan yang
memuat :

nama instansi;

judul;

tujuan survei;

jenis data yang akan dikumpulkan;
wilayah kegiatan statistik;

metode statistik yang akan digunakan;
ablek populasi dan jumiah responden; dan
waktu pelaksanaan.

m e AR Q 0T D

Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral
kepada BPS, BPS Propinsi, atau BPS Kabupaten/Kotamadya, penyelenggara
statistik sektoral yang bersangkutan dapat melihat/membandingkan rancangan
yang ada dengan rujukan statistik yang ada di BPS, BPS Propinsi, atau BPS
Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Formulir Pemberitahuan Survei
Statistik Sektoral dan tata cara pengisian dapat dilihat pada Lampiran 2.



6. PEMBERITAHUAN RANCANGAN

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup lebih dari satu propinsi, maka
pemberitahuan rancangan disampaikan kepada ; Kepala BPS u.p. Kepala Biro
Penyajian dan Pelayanan Statistik (KaRoyan}, Jalan dr. Sutomo 6 - 8 Jakarta
10710, Fax. (021) 3857046, E-mail : sirusa@mailhost.bps.go.id.

Apabila wilayah kegiatan statistik hanya mencakup satu propinsi atau beberapa
kabupaten/kotamadya dalam satu propinsi, maka pemberitahuan rancangan
disampaikan kepada Kepala BPS Propinsi u.p. Kepala Bidang Pengolahan,
Penyajian, dan Pelayanan Statistik di wilayah yang bersangkutan.

Apabila wilayah kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten/kotamadya,
maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada Kepala BPS Kabupaten/
Kotamadya u.p. Seksi Statistik Distribusi, Neraca Wilayah, dan Pelayanan
Statistik di wilayah yang bersangkutan.

Untuk kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Pusat
di daerah tertentu, pemberitahuan rancangan disampaikan kepada Kepala BPS
u.p. Kepala Biro Penyajian dan Pelayanan Statistik (KaRoyan) oieh instansi
pemernintah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPS di
wilayah yang bersangkutan,

PEMBERIAN REKOMENDASI

BPS, BPS Propinsi, atau BPS Kabupaten/Kotamadya wajib untuk meneliti dan
mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral. Penelitian
dan evaluasi mencakup :

tujuan survel,

jenis data yang akan dikumpulkan;
wilayah kegiatan statistik;

metode stalistik yang akan digunakan;
objek populasi dan jumlah responden; dan

~0 8p oo

wakiu pelaksanaan.
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.3

7.4,

75

1.6.

7.7.

8.1.

8.2,

Hasil penelitian dan evaluasi dalam bentuk surat rekomendasi disampaikan
kepada instansi pemerintah yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (figa
puluh) hari setelah penerimaan secara lengkap pemberitahuan rancangan
penyelanggaraan survei statistik sektoral. Bentuk Surat Rekomendasi Survei
Statistik Sektoral dapat dilihat pada Lampiran 3. Bagi Rancangan Surve
Statistik Sekloral yang dianggap “layak" dilaksanakan, di dalam Surat
Rekomendasi akan diben indentilas rekomendasi yang wajib dicantumkan pada
kuesioner yang dipergunakan.

Khusus untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada butir 6.4, surat
rekomendasi BPS ditembuskan kepada Perwakilan BPS di Daerah yang
bersangkutan.

Tembusan surat rekomendasi untuk penyelenggaraan statistik sektoral yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah Pusat disampaikan kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan MNasional dan atau Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Khusus untuk surat rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara survei
statistik sektoral yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah di Daerah, tembusan
disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
setempat dan atau Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Masional.

Penyelenggara survel statistik sektoral yang memberitahukan rancangan
surveinya melalui e-mail alau media yang sejenis, maka surat rekomendasi
akan disampaikan melalui cara yang sama. Pemberitahuan rancangan survei
yang disampaikan melalui pos, diantar, atau lainnya penyampaian surat
rekomendasi dikirimkan melalul pos atau diambil sendiri.

Instansi pemerintah penyelenggara survei statistik sektoral wajib untuk
mengikuti rekomendasi yang telah ditetapkan BPS.

. PENYERAHAN HASIL

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan survei stalistik sektoral yang
hasilnya akan disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, wajib
menyerahkan hasilnya tersebut kepada BPS dengan melampirkan Formulir
Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang sudah disempurnakan/dilengkapi.

Hasil pengumpulan data survei statisfik sektoral yang wajib diserahkan kepada
BPS adalah berupa publikasi baik dalam bentuk media cetak, media komputer,
maupun media lainnya,



8.3. Hasil penyelenggaraan survei statistik sektoral diserahkan ke BPS selambat-
lambatrya 30 (tiga puluh) hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain.

8.4. Alamat penyampaian hasil penyelenggaraan survei statistik sekioral sama
dengan penyampaian pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral
sebagaimana telah dijelaskan pada butir 6.

LAIN-LAIM

Tata cara pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral serta pemberian surat
rekomendasi oleh BPS, BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kotamadya, dan penyerahan
data hasil survei statistik sektoral dapat dilihat pada Lampiran 4, 5, dan 6.




Lampiran 2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : 7 Tahun 2000
Tanggal : 16 Pebruar 2000
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Badan Pusat Statistik
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FORMULIR PEMBERITAHUAN

SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei

Indentitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

[ =




Pedoman Pengisian Formulir
Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral

Tuliskan Judul Survei secara lengkap pada tempat yang disediakan,
Blok |. Identifikasi Penyelenggara Survel

1.1

1.2

Instansi Pemernintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (departemen/lembaga non depariemen)
penyelenggara survei ini.

Contoh :

Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerfa, Departemen Tenage
Kerfa Ri.

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomaor
telepon, faksimile, dan e-mail).

Contoh :

Departemen Tenaga Kerja Ri, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga
Kafja

JI. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525668

Kabupaten¥otamadya : Jakarta Selatan

Propinsi . DKl Jakarta,

Biok Il. Penanggung Jawab Survel (sebagai Contact Person)

Biok I11.

10

2.1

2.2,

Penanggung Jawab di instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat e-mail penanggung
jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab Instansi disini
sebaiknya yang mengetahui tentang Informasi umum mengenai survei. Informasi
umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan kain-lainnya
tentang survel ini.

Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat sural, nomor telepon, nomer fax, dan alamat e-mail
manajer survel.

Informasi Umum

3.1.

3.4

3.4,

Survel ind ditakukan

Lingkari kode 1 Jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkan kode 2 jika survel ini
dilakukan barulang kali.

Jika ‘Berulang', frekuensi penyelenggaraan
Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya surve ini.

Tipe pengumpulan dala

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini fongitudinal, yaitu data
dikumpulkan pada wakiu yang berbeda untuk melihat perubahan yang terjadi
(bimsanya ada analisis secara deskriptip). Kode 2 jika cross-sectional yaitu data
dikumpulkan pada saal tertentu dari sample terpliih dan menggambarkan suatu
parameler pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah
dengan peubah lainnys. Dan kode 3 jika gabungan longitudinal dan cross-sectional.



I l. Identifikasi Penyelenggara Survei -I

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :

1.2. Alamal Lengkap Instans| Penyelenggara :

Kabupaten/Kotamadya
(o saimh safw)

Propinsi

Il. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)

2.1, Nama Penanggung Jawab di Instansi :
Jabatan
Talapon Fax :
E-mail

2.2. Mama Manajer Survei -
Jabatan :
Alamat
Telepon Fax :
E-mail

. Informasi Umum

3.1, Survei ini dilakukan
Hanya sekall -1 ——=angsung ke R. 3.3, Berulang -2

3.2, Jika "Berulang” frekuensi penyelenggaraan (R, 3.1. berkoda 2) :

Harian -1 Empat Bulanan -5
Mingguan -2 Semesferan -G
Bulanan -3 Tahuran -7
Triwwlanan -4 > Dua Tahunan -8
Lainnnya (SEBUKEN) ....ovovrvrrnemamsnesi s -9
3.3, Tipe pengumpulan data :
Longitudinal -1
Cross Sectional -2
Longitudinal dan Cross Seclional -3

1"



Blok IV, Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1,

4.2

Tujuan Survel

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survel ini secara ringkas dan jelas pada tempat
yang telah disediakan.

Contoh :

Untuk mendspatkan dala tentang kebuluhan fenega keqa ahliferampil untuk
berbagai jenis pekerjaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang pada seklor indusin elektronika,

Peubah (variable) yang dikumpulkan pada survel inl dan perode enumerasi
(refersnsi wakiu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu)
yang digunakan dalam survei ini.

Contoh isian butir 4.2 secara langkap :

Jumiah, kewarganegaraan, jenis kelamin, pendidikan, fenjang kedudukan, keahlian,
dan umur tenaga kerfa pada perusahaan industri elekironika, penode enumeras
adalah pada saal enumerasi.

Basarnya biaya uniuk pekera, pembelian bahan baku, bahan penclong, sewa
fempat, den lain-lain pads perusahaan industr elektronika, dengan periods
enumeras! adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data
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5T

8.2

5.3

-

Cara Pengumpulan Dafa

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkar kede 1 jika
pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika
pengumpulan data pada seluruh populasi

Surveil dilakukan of

Tuliskan wilayah atau daerah dimana surved inl akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika
survel akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei
akan ditakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pangertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survel tersebul dilakukan di
semua propinsi dan mencakup semua kabupalen/kotamadya yang ada di Indonesia,
tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila
ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kotamadya yang terambil dalam
suatu survel, maka kabupaten/kotamadya tersebut sudah diartikan lercakup dalam
survei yang dimakswed. Sehingga bila di semua kabupaten/kotamadya ada sebagian
wilayahnya yang terambil survel yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup
saluruh wilayah Indonesia.

Bila o sebaglan wilayah Indonesia, survel difakukan of

Twdiskan nama propinsi dan nama kabupaten/kotamadya yang akan dicakup blla

survel akan diiakukan di sebagian wilayah Indonesia (lidak mencakup semua propinsi
atau tidak mencakup semua kabupaten/kolamadya yang ada di Indonesia). Bila dalam
satu propinsi semua kabupaten/kotamadya tercakup dalam survei yang akan
dilakukan, dak periu dituis nama-nama kabupaten/kotamadya yang ada tetapi cukup
ditulis “semua”. Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.



IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan i

4.1, Tujuan survei :

4.2 Peubah (varfable) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (refersns/
waklu) ;

| V. Rancangan Pengumpulan Data

§5.1. Cara pengumpulan data :

Sebagian populasi (sampel) -1
Seiuruh populasi .2
5.2. Survel dilakukan di -
Seluruh witayah Indonesia -1 —>langsung ke R. 5.4,
Sebagian wilayah Indonesia -2

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan d| :

Na. Propinsi Kabupaten/Kolamadya

13
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54,

5.5,

5.6.

a.7.

0.8.

5.8,

3. 70

a1

Metode Pengumpulan Data

Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode
yang sesuai (bisa lebih dari satu).

Matode Penelitian

Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah Sampel Frobabilitas yaitu setiap
elemen pada populasi memiliki probabilitas (ron-zero probability) untuk terpilin, atau
Sampel Non-Probabilitas yaitu elemen pada populasi bisa tidak memiliki
probabilitas (zero probability) untuk terpilin.

Mataode untuk Sampel Non-Probabiiitas

Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (Sampel Non-Probabilitas) jelaskan
metode yang digunakan dan komposisi sam pelnya.

Contoh :

Purposive dengan komposisi 10 persen rumah tengga kelas atas, 20 persen kelas
menangah dan 70 persen kalas bawah.

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)

Lingkari kade 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak
dilakukan pilot studi. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan pilot studi
tersebut, seperti jumiah respondan, tempat pelaksanaan pilot studi, frekuensi pilot
studi, dan lain-lain.

Pelugas Pengumpul Dala

Sebutkan petugas pengumpul data survel ini, Lingkar kode vang sesual (bisa lebih
dari satu).

Persyaratan Pendidikan Terondah Petugas Pengumpul Data

Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei
Ini, baik staf sendir, rmitrafontrak, maupun kznnya. Lingkari kode yang sesuai (bisa
labih dari satu).

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas

Lingkari kode 1 jiks petugas pelaksana survei ini mengikuli pelatinan terdebih dahulu
atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika “ya*, jelaskan secara ringkas tentang kegiatan
pelatihan petugas tersebut.

Jurmiah Petugas

Isikan jumlah petugas yang pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu
supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.



54. Melode pangumpulan data -
Wawancara langsung -1
Wawancara melalui sarana komunikasi -2
Mengisi kuesioner sendirl (swacacah) -
Pengamatan {observasi) -8
Lainwiya (SBUKEN) .......c.ocorvvemessinssisssncsessnannain, - 16
55  Metode penelitian :
Sampel Probabilitas -1 -——>langsunghke R. 5.7,
Sampel Non-Probabilitas P

5.6.

Metode untuk Sampe! Non-Probabilifas (bila R. 5.5. berkode 2

}:

157. Apakah melakukan Uji Coba (Pilot Study) :
Ya -1 Tidak -2
Jika *¥a", jelaskan :
5.8. Pelugas pengumpul data -
Staf sendiri -1
MitraTenaga Konfrak -2
LBINYE {SEOUIKEN) ..vvrrerereree i eenemciecsstssss s -4
5.9, Persyaratan pendidikan lerendah petugas pengumpul data :
SMP -1
SML/SMK -2
5.10. Apakah melakukan pelatinan petugas :
Ya -1 Tidak -2
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Vi. Rancangan Sampel (diisl bila P. 5.1 barkede 1 dan P. 5.5 berkode 1)

16

6.1,

6.2

6.3.

.4,

6.5.

6.6.

8.7

Jenis Rancangan Sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada surval ini,
Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah single staga/phase, yailu rancangan
sampel salu tahap, dan kode 2 jika rancangan sampel mulli stage/johase, yaitu
rancangan sampel lablh darl salu tahap dan jelaskan, misalnya fwo siagejphase,
three stagajphase dsb,

Kerangka Sampel

Tulis dan |elaskan secara rincl kerangka sampel yang digunakan, Jika bertahap
tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Contoh :

Untuk satu tahap -  Direkfon Perusahaan Industri Besar dan Sedang of Indonesia
Tahun 1908,

Untuk duatahap : Tahap I Daftar Blok Sensus di DK Jakarta 1999
Tahap ll. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di
DY Jakarta.

Metode Pamilthan Sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei inl,
misalnya simple random sampling, siratified sampling, systematic sampling, quola
sampling, synchronized sampling. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling
muili stage/phase, jelaskan pemillhan sample pada tiap stage/phase.

Contoh :

Slage/phase | pemilinan sampel menggunakan Simple Random Sampling (SRS).
Stagephase Il pamilihan sampel menggunakan Probability Proporfional to Size
(PPS).

Stage/phase Il pamilihan sampel menggunakan Systematic Sampling.
Keseluruhan Fraksi Sampel (Overal Sampling Fraction)

Tuliskan fraksl sampeal {n/N) secara keseluruhan.

Jika rancangan sampel multi stage/phase, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk
saluruh tahap.

unit Sampel
Tuliskan unit samppel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini,

Contoh :

- Unit sampel adalah rumah langga sebanyak 3000 yang distratifikasikan menurut
pendapatan,

- Unit sampel adalah perusahaan sebanyak 2500.

Parkiraan Sampling Error

Tuliskan perkiraan sampling ermor pada survei ini,

Responden

Tuliskan respondan dan jumlah respondan surved ini, |sian rincian ini bisa sama
dengan rncian 6.5,
Contoh :

- Responden survei adalah peroranganfindividu pada rumah langga terpilih
sampel.



Vi. Rancangan Sampel (diisi bila K. 5.1. berkode 1 dan K. 5.5, berkode 1)

6.1. Jenis Rancangan sampel :

Single Stage/Phase

Multi Stage/Phase (Sebutkarn) ........ccceecees.

6.2. Kerangka sampel :

6.3. Metode pemilihan sampel :

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (overal sampling fraction) :

6.8. Perkiraan sampling error :

17



Blok Vli. Pengolahan Data, Estimasi dan Analisis
7.1. Meftode Pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei

ini, antara lain meliputi penyuntingan {editing), penyandian (coding), dan penyahihan
(validasi). Lingkari kode 1 jika “Ya"dan kode 2 |ika “Tidak".

7.2 Tingkat Estimasi Yang Diharapkan
Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang difingkari bisa lebih dari satu.
7.3.  Melode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini,
Contoh :
Regresi, regresi logistik,

7.4. Produk Data Yang Tersedia untuk Umum
Sebutkan produk data darl survei ini yang didiseminasikan/disebarfuaskan kapada
umum. Lingkari kede 1 jika “Ya" tersedia dan kode 2 jika “Tidak" tersedia.
Keterangan :
Publikasi daiam Hard Copy adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.

Fublikasi dafam Soft Copy adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media
komputer (disket, compact disc, optical disk),

Macro Data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file summary
(aggregat).

Micro Data/Raw Data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk
Individual record.

7.5, Wakiu pelaksanaan survel (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapang, pengolahan,
panyajian, dan analisis survel ini.

F6  Waklu ketersediaan hasil untuk umum.

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun kelersediaan hasil survel Ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” di sinl adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat umum (publicly availabla).
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I Vil. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan :

| Penyunfingan (Editing) Ys -1 Tidak -2 ]
Panyandian {Coding) Ya -1 Ticlak -2 M
Benyahihan (Validasi) Ya -1 Tidak 5, ]|

7% Tingkat estimasi yang diharapkan .

| Nasional -1 Kecamalan - 8

Prapinsi -2 Lainnya - 16 ]:D
Kabupaten/Kofamadya -4 Tidak dilakukan estimasi - 32

7.3, Metode analisis hasil survel

T4. Produk data yvang tersedla untuk umum ;
Publikaszi dalam Media Cetak Ya -1 Tidak -2 ]
Publikasi de am Media Eiektronik ¥a | Tidak =2 1
Macro Dala Ya -1 Tidak -2 L]
Micre Data/Raw Data Ya -1 Tidak 2 ki
Laiinya (sebutkan) .................cocccccce. Y8 -1 Tidak -2 []

7.5. Wakiu pelaksanaan survei {lampirkan) |

| Tgi  Bin Thn Tgl Bin Thn

Perencanaan/Persigpan [ | | T 1T [ [ Isd LY L LY
Pelaksanaan Lapang EEICI L s E T3 LV L T
Pengalahan 7% T ) O O O
Penyajian 07 T O O -4 O O O
Analisis T I T T el T O ) £

T7.6. Wakiu ketarsediaan hasil survei untuk umum -

Tal Bin
S EE]




Lampiran 3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : 7 Tahun 2000
Tanggal : 16 Pebruarl 2000

SURAT REKOMENDASI SURVEI STATISTIK SEKTORAL

T
X rrl l

*;T yire \ Badan Pusat Stansﬂk

Momor : RRRPRINBRRREE SRR A i
Lampiran :© -
Perihal :  Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat ;

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal .........coeerr.  perihal
rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul ;

Becziam 00 Ko DVBIRKER. o mecriismersm i rsissp it vrasss s s prianssaassskashanensseay', SL RN
indentitas rekomendasi ........................... Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Dizamping tu kami berikan catatan sebagai berikut

.............................................................................................................................................

Demilcian entuk maklum,

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Penyajian dan Pelayanan Statistik, *'

* Rekomendasi yang diterbitkan Perwakifan BPS di Daerah akan ditandatangani oleh Kepala BPS
Propinsi atau Kepala BPS Kabupaien/Kotamadya yang bersanghuian.

KEPALA B N PUSAT STATISTIE.

20



21

Va3ddve
SYNTJIVE
ISEPUSLLORAT HESTIqUIZ
uRmImEuag (1
o~ I R T ™ ISEPUALIORA URLFua,]
. . ; ..._.. &
[ AV SAIRL ISYANTWOMAH
" VUM LINO
_ A wesTnday
iseins | uny € uengqEsg  §
ugaxafuad psey | sey uvgeiaiuag
h i 0 i 11
“ MIISILY1S > (uedoyey "dn) e HY LNIHAWA
" N v Sdf ¥IVdaN m ISNYLSNI
" el S e FaMp yrasn | ueduese) upwnfua g
“ nmm..a.“EEH e I £ Q £
_ BSOS * TUEm uEgadenUag L |
o ¢ wpe JueA weSusatie) uejIuipueg
e b TS T oy UL Un SEWIOJUE 1By |
Sdd

Sdd HITO ISYANTWOHTE NYIFgNEd Nvd
TVHOLNIS MILSILVLS ITAHNS NYONVONYH NVIHV LIdaaWEd VavD V.IVL

000T werugqad §] : [E3Suep
QOO ungel [ 20w
WIS/EIS jesng uepeg ejedey uesmnday ¢ uesdwen



¥a3ddv¥e
SYNAddVE

SEpUSIIONal UEsngusy P
usuLnBuay gl

ISEPUALIHR Do R U]

6
Sd44 ISYONAWOMIH
a ursnnday
IsEms | Wiy g uEjqIauag 8
“ urassduad [IsEH |'s®y uegELaAuD]
B 9 I
Hid ISNIdOHd S48 HVINIHAWIL
ONVald VIV - SNV LSNI
Hasrp qraun | EREURANT PRI,

nnm.__wu:EH b I

g ﬁ. _ z

BSOS s TUE[N UENaoaalag L |
iy * upu dues uefuesue uejEupueg
=Y R PP -LU YIIUN ISENLOI EIR
S48
ISNIdOEd S48 HATO ISVANTWOHTT NVIYEHNId NV
TVAOLNAS MILSILY LS IHAHENS NYONYINYE NVAHY LIHEgNEd YIVO VILVL
QOO Ueugag g ¢ [EESUm)
000z unge] [ ¢ d0UWR0N

WNSNEIS 18Snd Uepeg ejeday uesnnday § vendwen

o
L]



N Y
WILSILYLS 1¥SNd NYAYE ¥ 1vdIH
p _ Yadddve
ISYNAddVE
ISEPUALLCYAL URSTIQUI3)
LN EF TR R |
” = e s S e : TSELAIM UNIILEEua,]
. [
ISNIdOHA S48 ISVONAWONTY
- upsmgnday |
IsEnE - w0y § ueiiaua] f |
ueyaasduxd (1sey [ISEY UEYRLAUS
y 9 " Y.
HLINYATIMHANSID P VAQOMEYM HYINMHAWAd
ISMAS ” S VIVAIN o ISNV.ISNI
Hasip ynaun | uriunoURs wewmuriuag
3 F

Ew:ﬁ.:ﬂH By ¥

i m__ﬂn__._ UEqIIIEUS L
o —
epe Sued UFURIURL UEYSI PO
- - HMAUN SELLEOUL YRy 1

ESRHIS

Sdd

YAQYIWYLOMNALYANAYH Sd9 HITO ISVANIWONTE NVIIIaWad Nvd
TVHOLHAS HILSLLY.LS IHAENS NYONYINYE NVIHYLIdadWad vivd V.IVL

(00T werugad g ¢ [RdEOE]
QD unyel £ - JOUON
HISNEIS 1BSnd LEpEg BlEday uesnjnday g ueAdwe



P 100 et - ARG

Brdaw Frayt Tl
-Iﬂ'.l..l:llt-l‘hnl-- I:Hﬂ!a 5
Esa S
B T



